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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR s1? /Kpts /Ni<.323 /D / xr/ zJ25

TENTANG

PENETAPAN PE.JABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NE(}ARA

DI LI NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap
penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan
Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 685/Kpts/KP.32Ol ll l2006 tentang Penetapan
Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat
Pungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen,
Bendahara, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai
Penyelenggara Negara (LHKPN); dan

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta adanya perubahan pemangku
jabatan di lingkungan Diektorat Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian, maka perlu adanya pen-vesuaian
pejabat -vang wajib menyampaikan laporan harta
kekayaan aparatur sipil negara sebagai Penyelenggara
Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian tahun 2025.

1. Undang-Undang Nomor 2a tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14O,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 387 al jo. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
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3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64O9);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O1O tentang.
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol7 tenlang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Nomor 63 Tahun 2077, Tarr,bahan Lembaran Negara

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Pe raturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembarar-r Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 64771;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
202 1 Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 18);

9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Tahun 2024 Nomor 250);

10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran
Negara TalLun 2024 Nomor 389);

1 1 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 nomor i4);

12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Inctonesia
Nomor: 103/Kpts/OT.O5O/M/02/2025 tentang
Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok
Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri..
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13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
426 I KPTS I KP.23O I M I 6 I 20 19 tentang Pemberhentian.
Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
92 1 I Kpts I KP.23O I M I 12 I 2022 tentang Pemberhentian,
Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
79 /KptslKP.23O lM l02l2025 tentang Pemberhentian,
Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kementerian Pertanian;

16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
501/Kpts/KP.23O I M I OT I 2025 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

17 . Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor
15/Kpts/HK.32OlDlll2025 tentang Penetapan
Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara
Penerimaan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Hortikultura; dan

18. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor
307/Kpts/HK.32OlD/Vl|l2025 tentang Perubahan
Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor
251lKpts/HK.32O lD lYll2025 tentang Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran 2025.

1 . Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O7

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 202O tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;

3. Surat Edzr ran...
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3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN-
RB l03l2Ol2 tanggal 28 Maret 2Ol2 tentang Ker.r'ajiban

Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan

Pemerintah Daerah;

4. Surat Sekretarus Kabinet Repubiik Indonesia Nomor
B.134/seskab/polhukam/0312016 tanggal 8 Maret
2016 perihal Permintaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN);

5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor SE-08lOll2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN; dan

6. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentar,g Panduan Pengclolaan
LHKPN di Lingkungan Instansi Pusat.
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKUUIURA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025.

Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN) di
lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian
Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatus Sipil
Negara sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pejabat Eselon
I, Pejabat trselon II, atau disamakan, Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/ Pejabat
Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara, dan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Nama dan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA u,ajib:

1. Menyampaikan LHKPN pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada

saat pertama kali menjabat;

KtrTI(}A

b. pengangkatan.. .
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b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara
setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan

c. berakhirnl:a masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.

2. Menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan
pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara;

3. Menyampaikan LHKPN selama Penyelenggara Menjabat
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta
kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember; dan

4. Melaporkan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya.

Bagi Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak
melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur
Jenderal Nomor 456/Kpts/HK.32OlDlXl2024 tentang
Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Direktorat .Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Novenber 2025

PIt. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,
(

I
H N FAJAR SIMAN.JUNTAK
NI 9740921200112100 i

Tcmbusan:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur .lenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

/'' J



NO.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
N-oMoR : 517 /Kpts /HK .32i /D / Xt / 2c25
TANGGAL : 12 tlovember 2t25

DAMAR PENETAPAN PDJABAT YAI{G WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA

NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

NAMA/NIP
Dr. lr. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si

196809181993031002

Dr. Ir. Tommv Nugraha, M.M

196907021993031002

Dr. Liferdi, S.P.. M.M.

r9701007 1998031001
3

.1
Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si.

l975OI172OO2 i21001
Muhammad Sidiq, S.T.P., M.M.

t97704212003121001

Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.

t974092t200t 121001

Direktur Salmran dan Tanaman
Obat

Direktur Hilirisasi Hasil
Hortikultura

Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Direktorat .Jenderal
Hortikultura

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Buah dan Florikultura
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sayuran dan Tanaman
Obat

Bendahara Penerimaan

Direktorat Jendera-l Hortikultura

Plt. DIREKTUR JENDERAL HoRTIKULTURA,
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7
Karol Lesmana, S.P.

197509302002127004

Dyah Endril"ani, S.P.

1983052620050 12001
8

9
Dina Rosita, S.P., M.Si.

19820t202006042002

Budi Hartono, S.P., M.Si
197 402222002127o07

Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc

l s83082420090 I 1005

D. Anser Sianturi, S.P.

197 rrO27200212tOOt
Heni Setyawati, S.E.

197802042009102007
Slamet Waluyo

197807292007 01 1001
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JABATAN

Sekretaris Direktorat Jenderal
Hortikultura

Direktur Perbenihan Hortikultura

Direktur Buah dan Florikultura

Direktur Pelindun gan Hortikultura

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Perbeniharr Hortikultura

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perlindungan
Hortikultura

Luster Sudarsono Manurung, S.E., M.Si.

1977 1023200312tOO1

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perngolahan dal
Pemasaran Hasil [{ortikultura

l2

Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayer (PP-SPM)

Bendahara Pengeluaran

Direktorat Jenderal Hortikultura
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